
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPUI′ AUAN SANGIHE,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal AB ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauarr Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentarg Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat lI di Sulawesi (I,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ta22);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran

Nega.ra Republik lndonesia Tahun 2O11 Nomor 82,

Tambahan Lembarai Negara Republik lndonesia Nomor

5234) sebagaimara telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 te,]tang

Pen-rbahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

680 1);{a)

Mengingat i

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

PROVINS! SULAWESI UTARA 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 43 TAHUN 2024 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

68on44 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintalan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahua 2O14 Nomor 244, Tambahal Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintalr Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahur, 2022

tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulaual Sargihe dan Talaud

menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahal Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Perubaha-n atas Peraturan Pemeriltah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darl

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 525); I T,
[/
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

4. Peratu.ran Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud 
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5557); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 ten tang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 

tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Noror 525$, 
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Menetapkan :

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2076 tentang

Pembentukar dar Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauar Sangihe (Irmbaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratura.n

Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentalrg Perubalan Kedua atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Salgihe (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan

lembaral Daerah Kabupaten Kepulauarr Sangihe Nomor

10);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UヽlU:M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

3. Pemerintair Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksalaan urusan pemerintahal yang menjadi

kewenangan Daerah.

4. Dinas adalah Dinas yalg menyelenggarakan urusan

pemerintalan di bidang kesehatal di Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang

menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang

kesehaul di Daerah. l.{,.\r

Menetapkan : 
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8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 
10); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
4. Din as adalah Din as yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan di Dacrah. 14, 
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6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yarrg selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional

dal/atau kegiatan teknis penunjang dari orgalisasi
induk.

7. Fasilitas Pelayanar Kesehatan adalall suatu tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayalan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintai

Daerah dan/ atau masyarakat.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Puskesmas adalall Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

menyelenggarakar upaya kesehatan masyara-kat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamatan upaya promotif dan preventif di

wilayah kerjanya.

9. Kepala Puskesmas adalah kepala UPID Puskesmas yang

bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan

kegiatan di Puskesmas.

10. Upaya Kesehatan Masyarakat yaarg selanjutnya disingkat

UKM adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkal kesehatan serta mencegah dai
menanggulangi timbulnya masalah kesehatal dengal

sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat,

11, Upaya l(esehatan Perseorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatal, pencegahan,

penyembuhar penyakit, pengurangar penderitaan akibat

penyalit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Pasa1 2

(1) Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat

BAB ll

KEDUDUKAN

fungsional yang memberikan layanar secala nrofesional.{}

.4 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi 
induk. 

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan/ atau masyarakat. 

8. Pu.sat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 
wilayah kerjanya. 

9. Kepala Puskesmas adalah kepala UPTD Puskesmas yang 
bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan 

kegiatan di Puskesmas. 

10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 
UKM adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. 

11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya 

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau 
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat 

penya.kit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 

BAB 11 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat 

fungsional yang memberikan layanan secara profesional.Pd, 
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BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

I)asa1 3

(1) Susunan orgalisasi Puskesmas terdiri atas:

a. kepala Puskesmas;

b. kepala tata usaha; darr

c. penanggungiawab.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan penarggungjawab atas seluruh
penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan

kepegawaiar di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan

dan pengelolaan bangunan, parasarana dan peralatan.

(3) Susunan organisasi Puskesmas sebagaimala dimalsud
pada ayat (1) tercantum dalam Larnpiran II yarg
merupakan bagian tidat terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasa1 4

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan t"":.rrgu"$ q

(2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala puskesmas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(3) UPID Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidal
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf a, merupakan tenaga fungsional kesehatan

non eselon yang diberikal tugas tambahal sebagai Kepala

Puskesmas.

(2) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) hurufb, merupakan jabatan strukural eselon M
atau jabatan pengawas.

(3) Kepala Puskesmas dan kepala tata usaha sebagaimana

-5­ 

(2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas: 
a. kepala Puskesmas; 
b. kepala tata usaha; dan 

c. penanggungjawab. 

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, merupakan penanggungjawab atas seluruh 
penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan 
kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan 
dan pengelolaan bangunan, parasarana dan peralatan. 

(3) Susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 4 

( 1) Kepala Puskesmas se bagaimana dimaksud dalam Pas al 3 

ayat (1) huruf a, meru.pakan tenaga fungsional kesehatan 

non eselon yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala 
Puskesmas. 

(2) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) hurufb, merupakanjabatan struktural eselon IVb 

atau jabatan pengawas. 

(3) Kepala Puskesmas dan kepala tata usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tunjangan {\#, 
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dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasa1 5

Kepala Puskcsmas dan kepala tata usaha sebagalmana

diinaksud dalain Pas」 .3 ayat(1)hunf a dan huruf b,

diangkat dan diberhcnikan olch Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS

Pasa1 6

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksarakan kebijakan

kesehatan untuk mencapai tujuan pemba-ngunan

kesehatar di wilayah ke{anya.

(2) Untuk mencapai tujuan pembangunal kesehatan

sebagaimala dimaksud pada ayat (1), Puskesmas

mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan

pendekatan keluarga.

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimal<sud pada ayat

(2), merupalan salah satu cara Puskesmas

mengintegrasikan prograrn untuk meningkatkan

jangkauan sarana dan mendekatkan akses pelayanan

kesehatan di wilayah kedanya dengan mendatangi

keluarga.

(a) wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F)asa1 7

(1) Dalam melatsanal<an tugasnya Puskesmas memiliki

tungsi:

a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. menyelengga.rakan UKP tingkat pertarna di wilayah

kerjanya↓ι
 ヽ `
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dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 5 

Kepala Puskesmas dan kepala tata usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS 

Pasal 6 

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya. 
(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas 

mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan 
pendekatan keluarga. 

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), merupakan salah satu cara Puskesmas 

mengintegrasikan program untuk meningkatkan 

jangkauan sarana dan mendekatkan ak.ses pelayanan 
kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi 

keluarga. 

(4) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 7 

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas memiliki 

fungsi: 
a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah 

kerjanya; dan 
b. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah 

kerjanya.48, 



-7-

(2) Selain menjalar*an fungsi sebagaimana dimatsud pada

ayat (1) Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahala
pendidikan kesehatan, wahana program internsip
dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

(3) Ketentuan penyelenggaraan puskesmas sebagai wahana
pendidikan kesehatan, wahana program internsip
dan/atau sebagai jeja.ing rurnah sakit pendidikan

dilaksarakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasa1 8

(1) Dalam melaksarakan fungsi penyelenggaraan UKM

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a,

Puskesmas berwenang untuk:
a. menJrusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil

analisis masalah kesehatan masyarakat dan
kebutuhan pelayanan yang diperlukal;

b. melaksana-kal advokasi darl sosialisasi kebijakan

kesehatan;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

d. menggerakal masyarakat untuk mengidentifikasi dan

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat
perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan

pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait;
e. melaksanakar pembinaan teknis terhadap institusi,

jaringan pelayalal Puskesmas dan upaya kesehatan

bersumber daya masyarakat;

f. melaksanakal perencanaan kebutuhan darr

peningkatan kompetensi srrmber daya manusia

Puskesmas;

g. memantau pelaksalaan pembalgunan agar

berwawasan kesehatan;

h. memberikan pelayanan kesehatan yang

berorientasikan pada keluarga, kelompok dan
masyarakat dengal mempertimbangkan faktor
biologis, psikologis, sosial, budaya darr spiritual; ll-$
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(2) Selain menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana 
pendidikan kesehatan, wahana program intemsip 
dan/ atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. 

(3) Ketentuan penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana 

pendidikan kesehatan, wahana program internsip 
dan/ atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan. 

Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, 
Puskesmas berwenang untuk: 

a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan basil 

analisis masalah kesehatan masyarakat dan 
kebutuhan pelayanan yang diperlukan; 

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan 
kesehatan; 

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; 
d. menggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 
perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan 
pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait; 

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, 

jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat; 
f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

Puskesmas; 

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar 
berwawasan kesehatan; 

h. memberikan pelayanan kesehatan yang 
berorientasik:an pada keluarga, kelompok dan 

masyarakat dengan mempertimbangkan faktor 

biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual; 4l, 
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i. melaksalal<an pencatatan, pelaporan dan evaluasi

terhadap akses, mutu, darl cakuparr pelayanan

kesehatar;

j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan

masyarakat kepada Kepala Dinas, melaksaqakan

sistem kewaspadaan dini dan respon pena-nggulargan

penyakit;

k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan

l. melakukar kolaborasi dengal Fasilitas Pelayanan

Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah

kerjanya, mela.lui pengoordinasikal surnber daya

kesehatal di wilayah kerja Puskesmas.

(2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraar UKP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) humf b,

Puskesmas berwenang untuk:

a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar seca.ra

komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan

holistik yang mengintegrasikan faktor biologis,

psikologis, sosial dar trudaya dengar membina

hubungan dokter dan pasiea yang erat dan setara;

b. menyelenggarakar pelayarran kesehatan yang

mengutarnakan upaya promotif dan preventif;

c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang

berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dal
berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

d. menyelenggarakar pelayana-n kesehatarr yang

mengutamakan kesehatan, keamanal, keselamatan

pasien, petugas, pengunjung, dan lingkulgan kerja;

e. menyelengga-rakan pelayanan kesehatan dengan

prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar

profesi;

i melaksanakal penyelenggaraan rekam medis;

g. melaksanakal pencatatan, pelaporan, dan evaluasi

terhadap mutu daII akses pelayanan kesehatan;

h. melaksanakan perencaiaai kebutuhal darr

peningkatan kompetensi surnb€r daya manusia

Puskesmas; 
{ }

1. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi 
terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan 
kesehatan; 

j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan 
masyarakat kepada Kepala Dinas, melaksanakan 
sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan 
penyakit; 

k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan 
1. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah 
kerjanya, melalui pengoordinasikan sumber daya 
kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b, 
Puskesmas berwenang untuk: 
a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara 

komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan 
ho!istik yang mengintegrasikan faktor biologis, 
psikologis, sosial dan budaya dengan membina 
hubungan dokter dan pasien yang erat dan setara; 

b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 
mengutamakan upaya promotif dan preventif; 

c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan 
berorientasi pada kelompok dan masyarakat; 

d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 
mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan 
pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja; 

e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 
prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar 
profesi; 

f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis; 
g. melak.sanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi 

terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan; 
h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia 
Puskcesmas:[e, 
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melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan

indikasi medis dan sistem rujukan; dan

melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai

dengan ketentuan penmdalg-undangan.

Pasa1 9

(1) Kepala tata usaha mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dar1 pelaksanaan kegiata-n administrasi
perkantoran Puskesmas.

(2) Untuk meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepala tata usaha mempunyai furgsi:
a. melaksanalarr perencanaan (mikro planning dan POAJ

pelayanan kesehatan di wilayah kerjalya;
b. melaksana-kan pembinaan terhadap pegawai di

Puskesmas;

c. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal lintas

program dan lintas sektor;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksalaan

penyelenggaraan pelayalal kesehatarr;

e. melaksalakan pengawasan dan pembiraan keuangan

dan aset Puskesmas dan jejaringnya; dan

f. membuat rencana lima tahun, rencana talunan,
renca-na usulan kegiatan, rencana pelaksanaan

kegiatan, laporarl tahunan, penilaian kinerja

Puskesmas maupun laporan kegiatan lainnya yang

ditetapkarr oleh Dinas.

Pasal 10

(1) Penanggungiawab paling sedikit terdii atas:

a. penanggungiawab UKM dan keperawatan kesehatan

masyaralat;

b. penanggungiawab UKP, kefarmasiar dan

laboratorium;

c. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dart

jejaring Puskesmas; dan

d. penanggungiawab mutu $,
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i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan 
indikasi medis dan sistem rujukan; dan 

J. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal9 

( 1) Kepala tata usaha mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi 
perkantoran Puskesmas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) kepala tata usaha mempunyai fungsi: 
a. melaksanakan perencanaan ( mikro planning dan POA) 

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya; 

b. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di 
Puskesmas; 

c. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal lintas 
program dan lintas sektor; 

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 

e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan keuangan 

dan aset Puskesmas dan jejaringnya; dan 

f. membuat rencana lima tahun, rencana tahunan, 

rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan 

kegiatan, laporan tahunan, penilaian kinerja 
Puskesmas maupun laporan kegiatan lainnya yang 

ditetapkan oleh Dinas. 

Pasal 10 

dan kefarmasian UKP, 

(1) Penanggungjawab paling sedikit terdiri atas: 
a. penanggungiawab UKM dan keperawatan kesehatan 

masyarakat; 

b. penanggungjawab 
laboratorium; 

c. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan 

jejaring Puskesmas; dan 

d. penanggungjawab mutu. p, 
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(2) Tugas dan fungsi Penanggungiawab UKM dan

keperawatan kesehatax masyaraLat:

a. melaksanakal pengelolaan pelayanan kesehatan

masyarakat dan perawatan kesehatan masyaral<at;

b. men]'usun Rencana Bisnis Anggaran pelayanan UKM;

c. melaksanakan kegiatan pelayanan UKM sesuai

dengan rencana bisnis anggaran;

d. menr-rsun kebijatan operasional penyelenggaraan

pelayanan UKM;

e. menyelenggarakal pelayanan gizi masyarakat,
promosi kesehatan, kesehatan lingkungal,
pemberantasan penyakit darl kesehatan ibu dan allak
serta perawatan kesehatan masyarakat;

f. menyelenggarakao sistem informasi manajemen

pelayanan UKM;

g. memonitor dan mengevalusai pelaksanaan kegiatan

pelayalan UKM;

h. mempertanggungjawabkan kineda operasional di

bidane UKM;

i. menerima pendelegasian wewenang dari Kepala

h,rskesmas; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yarlg

diberikan oleh Kepala Puskesmas.

(3) Tugas dan fungsi penanggungiawab UKP, kefa.masian

dan laboratorium;

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan

perorangan termasuk di dalamnya pelayanan rawat
jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium;

b. menyusun rencana bisnis anggaran pelayanan UKP;

c. melaksalakal kegiatan pelayanan UKP sesuai

dengan rencana bisnis anggaran;

d. menlrusun kebijakan operasional penyelenggaraarl

pelayanan UKP;

e. menyelenggarakan pelayanar rawat jaian, rawat

inap, kefarmasian dan laboratorium, dapur gizi dan

uunaw.t\
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(2) Togas dan fungsi Penanggungjawab UKM dan 

keperawatan kesehatan masyarakat: 

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan 

masyarakat dan perawatan kesehatan masyarakat; 
b, menyusun Rencana Bisnis Anggaran pelayanan UKM; 

c. melaksanakan kegiatan pelayanan UKM sesuai 

dengan rencana bisnis anggaran; 

d. menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan 
pelayanan UKM; 

e. menyelenggarakan pelayanan gizi masyarakat, 
promosi kesehatan, keschatan lingkungan, 
pemberantasan penyakit dan kesehatan ibu dan anak 

serta perawatan kesehatan masyarakat; 

f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen 
pelayanan UKM; 

g. memonitor dan mengevalusai pelaksanaan kegiatan 
pelayanan UKM; 

h. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di 
bidang UKM; 

1. menenma pendelegasian wewenang dari Kepala 
Puskesmas; dan 

J. melaksanakan tu gas lain sesuai bidangnya yang 
diberikan oleh Kepala Puskesmas 

(3) Togas dan fungsi penanggungjawab UKP, kefarmasian 
dan laboratorium; 

a. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan 

perorangan termasuk di dalamnya pelayanan rawat 

jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium; 

b. menyusun rencana bisnis anggaran pelayanan UKP; 

c. melaksanakan kegiatan pelayanan UKP sesuai 

dengan rencana bisnis anggaran; 

d. menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan 

pelayanan UKP; 

e. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat 

inap, kefarmasian dan laboratorium, dapur gizi dan 

laundry ks, 
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f. menyelenggarakan sistem informasi manajeman
pelayanan UKP;

g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
pelayanan UKP;

h. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di
bidang pelayanan UKP;

i- menerima pendelegasian wewenang dari Kepala

Puskesmas; dan

j. melaksaiakan tugas tugas lain sesuai bidangnya
yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

(4) Tugas dan fungsi penanggung jawab jaringan pelayanal
Puskesmas dan jejaring Puskesmas:

a. membuat rencana kegiatan;

b. mengajukan usulan rencana kegiatan;

c. melakukaa monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan jaringar dan jejaring Fasilitas

Pelayanan Kesehatan;

d. mempimpin rapat koordinasi jaingan dan jejaring

Fasilitas Pelayanai Kesehatan;

e. mengoordinir kegiatan pencatatan dan pelaporan
jaringar dan jejaring pelayanan kesehatan; dan

I mengajukan usulan kebutuhan alat dan bahan.

(5) Tugas dan fungsi penanggungjawab mutu:

a. menjarrin sistem dilaksanakan secara efektif pada

semua fungsi;

b. menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus

menerus;

c. melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu;

d. mengupayakal peningkatan kesadaran/pemahaman

ka5rawai dalam sistem manajemen mutu;

e. mengoordinasikan kegiatan internal audit;

f. melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang

efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan

pelaksanaan serta hasil kegiatan rencana sistem

manajemen mutu;

g. mempimpin rapat tinjauan manajemen; dar{$
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f. menyelenggarakan sistem informasi manajeman 
pelayanan UKP; 

g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 
pelayanan UKP; 

h. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di 

bidang pelayanan UKP; 

1. menermma pendelegasian wewenang dari Kepala 
Puskesmas; dan 

j. melaksanakan tugas -tugas lain sesuai bidangnya 
yang diberikan oleh Kepala Puskesmas. 

(4) Togas dan fungsi penanggung jawab jaringan pelayanan 
Puskesmas dan jejaring Puskesmas: 

a. membuat rencana kegiatan; 
b. mengajukan usulan rencana kegiatan; 
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan jaringan dan jejaring Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan; 

d. mempimpin rapat koordinasi jaringan dan jcjaring 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

e. mengoordinir kegiatan pencatatan dan pelaporan 

jaringan clan jejaring pelayanan kesehatan; clan 

f. mengajukan usulan kebutuhan alat clan bahan. 

(5) Tugas dan fungsi penanggungiawab mutu: 

a. menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada 

semua fungsi; 

b. menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus 

menerus; 

c. melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu; 

d. mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman 

karyawan dalam sistem manajemen mutu; 

e. mengoordinasikan kegiatan internal audit; 

f. melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang 

efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan 

pelaksanaan serta hasil kegiatan rencana sistem 

manajemen mutu; 

g. mempimpin rapat tinjauan manajemen; dan.} d, 
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h. mengusulkan perbaikan berkalanjutan yang

diperlukan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal ll

(1) Hubungal kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat
pembinaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai UPI
yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi daIr

harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

Daerah.

(3) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), h:skesmas

memiliki hubungan kerja dengal rumah sakit serta

Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat dan Untas sekor terkait

lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

(4) Hubungan keda artara Puskesmas dengan rumah sakit

bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya

kesehatan.

(5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan,

koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

(6) Hubungan kerja artara Puskesmas dengan lintas sektor

terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di

bidang upaya kesehatan.

(7) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan

dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang

o*iorarr". 0. [,
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h. mengusulkan 

diperlukan. 
perbaikan berkalanjutan yang 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal 11 

(1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat 
pembinaan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai UPT 

yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan 
harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 
Daerah. 

(3) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas 
memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit serta 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan 
bersumberdaya masyarakat dan lintas sektor terkait 
lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas. 

(4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit 
bersifat koordinasi dan/ a tau rujukan di bidang upaya 
kesehatan. 

(5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan 

bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, 
koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan. 

(6) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor 
terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di 

bidang upaya kesehatan. 
(7) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan 
dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang 
paripuraa. , 
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BAB VI

PERIZINAN

Pasa1 12

(1) Dalam melal<sanakan pelayanan kesehatan Puskesmas

wajib memiliki izin operasional dan melakukan registrasi.

(2) Untuk memperoleh izin operasional sebagaimala

dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. fotokopi sertifikat tanal atau bukti lain kepemilikan

tanah yang sah;

b. kajiar kelayalan;

c, dokumen pengelolaan lingkungan;

d. fotokopi Keputusan Bupati tentang kategori

Puskesmas;

e. profil Puskesmas; dan

f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah, antara [ain:

1. salinan kartu tanda penduduk;

2. ijin mendirikan bangunan;

3. denai gambar situasi bangunan;

4. surat keterangan status barigunan dan tanah;

5. daftar ketenagaal;

6. surat keterangan penggunaan sarana dan

prasalana;

7. harga tarif pelayanan;

8. salinan surat keputusan penanggungjawab

puskesmas;

9. salinan ijazah, surat tanda registrasi dan surat izin

praktek dokter;

10. sa-linan ijaz,ah, surat tanda registrasi dan surat izin

praktek perawat; dan

11. salinan ijazal, STR dan surat izin pralrtek bidan

dan surat izin kerja bidan.

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bedaku selama 5 (lima) tahun dajl dapat diperpanjang

selama masih memenuhi svarat.f4,
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BAB VI 

PER!ZINAN 

Pasal 12 

(1) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Puskesmas 
wajib memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. 

(2) Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan 

tanah yang sah; 
b. kajian kelayakan; 
c. dokumen pengelolaan lingkungan; 
d. fotokopi Keputusan Bupati tentang kategori 

Puskesmas; 
e. profil Puskesmas; dan 

f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah, antara lain: 

1. salinan kartu tanda penduduk; 
2. ijin mendirikan bangunan; 
3. denah gambar situasi bangunan; 
4. surat keterangan status bangunan dan tanah; 
5. daftar ketenagaan; 

6. surat keterangan penggunaan sarana dan 
prasarana; 

7. harga tarif pelayanan; 
8. salinan surat keputusan penanggungjawab 

puskesmas; 

9. salinan ijazah, surat tanda registrasi dan surat izin 
praktek dokter; 

10. salinan ijazah, surat tanda registrasi dan surat izin 
praktek perawat; dan 

11. salinan ijazah, STR dan surat izin praktek bidan 
dan surat izin kerja bidan. 

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
selama masih memenuhi syarat.tt\, 
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Pasa1 13

(1)Pertarggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas

dilaksanakal melalui laporan kinerja yang disampaikan

Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas secara berkala

paling sedikit 1 (satu) kati dalam satu tahun.

(2) Laporan kine{a sebagaimana dimatsud pada ayat (1)

paling sedikit memuat data dan informasi tentang
pencapaian pelaksaaaan pelayanan kesehatan dan

manajemen Puskesmas.

(3) Berdasarkan laporal kinerja sebagajmana dimaksud

pada ayat (2) Kepala Dinas menyampaikan umpan balik
dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

(4) Selain laporan kineia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Puskesmas mempunyai kewajibal memberikan

laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

BAB Ⅵ II

PENDANAAN

Pasal 14

( 1 ) Pendanaan di Puskesmas dapat bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan

dal belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak

mengikat.

(2) Pendaraan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan

kegiatan UKM.

(3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundaaB-undangan. 
[0r,
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BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

Pasal 13 

{1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas 

dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan 
Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. 

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat data dan informasi tentang 
pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan 
manajemen Puskesmas. 

(3) Berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Kepala Dinas menyampaikan umpan ba!ik 
dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas. 

(4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan 
laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas. 

BAB VIII 
PENDANAAN 

Pasal 14 

( 1) Pendanaan di Puskesmas dapat bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan 
kegiatan UKM. 

( 3) Pengelolaan dana se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. � 
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BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaa-n dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Puskesmas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
provinsi daII Pemerintah Daerah secara

berkesinambungan.

(2) Dalam mela-ksanakal pengawasan dan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan

organisasi profesi yang diaraikan untuk peningkatan

mutu pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pembinaa! dan pengawasal sebagaimana dimatsud pada

ayat (1) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan dan

pelatihan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas

Kesehatar Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku
掛
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BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Puskesmas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi dan Pemerintah Daerah secara 
berkesinambungan. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

organisasi profesi yang diarahkan un tuk peningkatan 
mutu pelayanan kepada masyarakat. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan dan 

pelatihan. 

BABX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Nomor 40 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Unit 

Pelak.sana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangi.he, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 4$ 
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Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orarg dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangitre. (,.4

Ditetapk`1l di Tahuna

pada tanggal, 1l November 2024

巧.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

e2夕′″

′

LBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 11 Novemberi 2024

SEKRETARIS DAERAH (ABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

N HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGlHE TAHUN 2024 NOMOR 43
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Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.[A, 

Ditetapkan di Tahuna 

padatanggal, 11 November 2024 
Pij. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

€0mm_ 
faER:r 

HUPPY WOUNDE 

Diundangkan di Tahuna 

padatanggal, 11 November 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

ELANCHTON HARRY WOLFF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 43 



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA Iく ERJA PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO
IAMA

POSКDSMAS
ALAMAT

1 TONA KELURAHAN TONA 2,KECAMATAN TAHUNA TIA4UR

2 MANENTE KELURAHAN MANENTE,KECAMATAN TAHUNA

3 TAHUNA BARAT KELURAHAN KOLONGAN MITUNG,KECAMATAN TAHUNA BARAT

4 KENDAHE KAMPUNG KENDAHE,1く ECAMATAN KENDAHE

5 KALASuGE KAMPUNG KALASUOE,KECAMATAN TABUKAN UTARA

6 ENEMAWIRA KAMPUNC BENGKETANG,KECAMATAN TttUKAN UTARA

7 KAMPUNG:MALA,KECAl帷 A:TAN MANCANITU

8 TAMAKO KAMPUNC POKOL,KECAMATAN TAMAKO

9 DAGHO KAMPUNC DACHO,KECAMATAN TAMAKO

10 LAPANGO KAMPUNG LAPANC(),KECAMATAN MANGANlTU SELATAN

11 KUMA KAMIPUNC KUMA I,KECAヽlATAN TABUKAN TENCAH

12 MANALU KAMPUNG BENTUNC,KECAMATAN TABUKAN SELATAN

13 SALURANG KAMPUNC SALURANG,KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH

14 PINTARENC KAMPUNC  PINTARENG,

TENGGARA

KECAMATAN TABUIGへ N SELATAN

15 NUSA KAMPUNC NUSA,KECAMATAN NOSA TABUKAN

16 KAHAKITANG KAMPUNC KAHAKITANC,KECAMATAN TATOARENG

17 MARORE KAMPUNG■颯ARORE,KECAMATAN KEPULAUAN MARORE

Pj.BUPATl KEPULAUAN SANGIHE,

′

HUPPYヽVOUNDE

MANCANITU

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 
NOMOR 43 TAHUN 2024 
TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
NAMA 

NO ALAMAT 
PUSKESMAS 

I TONA KELURAHAN TONA 2, KECAMATAN TAHUNA TIMUR 

2 MANENTE KELURAHAN MANENTE, KECAMATAN TAHUNA 

3 TAHUNA BARAT KELURAHAN KOLONGAN MITUNG, KECAMATAN TAHUNA BARAT 

4 KENDAHE KAMPUNG KENDAHE, KECAMATAN KENDAHE 

5 KALASUGE KAMPUNG KALASUGE, KECAMATAN TABUKAN UTARA 

6 ENEMA WIRA KAMPUNG BENGKETANG, KECAMATAN TABUKAN UT ARA 

7 MANGANITU KAMPUNG MALA, KECAMATAN MANGANITU 

8 TAMAKO KAMPUNG POKOL, KECAMATAN TAMAKO 

9 DAGHO KAMPUNG DAGHO, KECAMATAN TAMA KO 

10 LAPANGO KAMPUNG LAPANGO, KECAMATAN MANGANITU SELATAN 

11 KUMA KAMPUNG KUMA I, KECAMATAN TABUKAN TENGAH 

12 MANALU KAMPUNG BENTUNG, KECAMATAN TABUKAN SELATAN 

13 SALURANG KAMPUNG SALURANG, KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH 

14 PINTARENG KAMPUNG PINTARENG, KECAMATAN TABUKAN SELATAN 
TENGGARA 

15 NUSA KAMPUNG NUSA, KECAMATAN NUSA TABUKAN 

16 KAHAKITANG KAMPUNG KAHAKITANG, KECAMATAN TATOARENG 

17 MARORE KAMPUNG MARORE, KECAMATAN KEPULAUAN MARORE 

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

@we) 
� 

IBEJIT HUPPY WOUNDE 

A 



LAA4PIRAN ll

PERATURAN BUPATl KEPULAUAN SANGlHE

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT 
{-

KEPALA TATA USAHA

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS

KEPALA PUSKESivIAS

PJ.BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 
NOMOR 43 TAHUN 2024 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT t 
BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS 

KEPALA PUSKESMAS ] 

I KEPALA TATA USAHA ] 

Penanggungiawab e - - 
I 

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


